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;. “Sumber utama dan
prinsip dasar yang dianut dalam proses penyelenggaraan sistem pemerintahan di
dacrah adalah berdasarkan pada pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen), yang berbunyi sebagai
berikut; *




Pertama, bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menganut faham
sentralisme, melainkan membagi daerah Indonesia atas daerah besar dan
kecil yang diatur dengan undang-undang.

Kedua, pengaturan dalam undang-undang tersebut harus memandang dan
mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, serta
memandang dan mengingat hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang
bersifat istimewa;

Ketiga, daerah besar dan kecil bukan merupakan negara bagian, melainkan
daerah yang tidak terpisahkan dari dan dibentuk dalam kerangka negara
kesatuan (eenheidstaat);

Keempat, corak daerah besar dan kecil itu ada yang bersifat otonom (streek
en locale rechtsgemeenschappen) atau ada yang bersifat daerah bersifat
administrasi belaka;

Kelima, sebagai konsekuensi daerah yang bersifat otonom, akan dibentuk
badan perwakilan daerah, karena di daerahpun pemerintahan bersendikan
atas asas permusyawaratan,

Keenam, daerah yang mempunyai hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa
adalah swapraja atau yang disebut zelfbesturende lansdschappen dan desa
atau nama lain semacam itu yang disebut volkgammeenschappen;

Ketujuh, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menghormati
kedudukan dari daerah-daerah yang mempunyai hak-hak asal-usul yang
bersifat istimewa;

Kedelapan, adapun sampai sejauhmana otonomi itu akan diberikan kepada
daerah, sudah cukup jelas kebijaksanaan dasarnya, yaitu sebagaimana
terkandung dalam alinea pertama pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas.
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“daerah besar” [ “daerah kecil”,

“demokratisasi™.

“pasang surut”

Pertama, Pada UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Di Daerah, keberadaan dari DPRD ditempatkan sebagai
bagian dari unsur Pemerintah Daerah, dimana dalam undang-undang ini
yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD

sehingga DPRD berada pada “kamarnya eksekutif” dan bukan pada
“kamarnya legislatif’. Hal lainnya bahwa dalam UU tersebut tidak ada
dinyatakan atau disebut-sebut “istilah legislatif daerah™ atau tidak ada
dinyatakan bahwa DPRD sebagai badan Legislatif Daerah.
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Kedua, Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
keberadaan DPRD secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa DPRD adalah
sebagai unsur “Badan Legislatif Daerah™ atau yang sering disingkat dengan
BLD schingga jelas DPRD berada pada kamar legislatif, sedangkan unsur
pemerintah daerah disebut juga sebagai Badan Eksekutif Daerah atau yang
sering disingkat dengan BED. Oleh sebab itu, dalam UU Nomor 22 Tahun
1999 keberadaan unsur DPRD ditempatkan pada “kamar legislatif”,
Sehingga dalam UU tersebut konsekuensinya bahwa unsur Badan Eksekutif
Daerah dalam hal ini Kepala Daerah bertanggungjawab kepada DPRD
dengan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah
kepada DPRD setiap tahunnya, sebagai pertanggungjawaban politis.

Ketiga, Dalam format UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah, keberadaan DPRD sebagai badan legislatif daerah kembali
mengalami kekaburan (ketidakjelasan) posisi, apakah DPRD berada pada
kamar legislatif seperti pada format UU Nomor 22 Tahun 1999 atau berada
pada kamar eksekutif seperti pada format UU nomor 5 Tahun 1974, dimana
DPRD hanya diposisikan sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah, dan pada UU tentang Pemerintahan Daerah tersebut tidak ada
dinyatakan atau disebut-sebut bahwa DPRD sebagai Badan Legislatif
Daerah, bahkan kata legislatif daerah tidak ada disebut-sebut dalam UU
tersebut. Oleh sebab itu, dengan format seperti ini terjadi ketidak jelasan
dari kedudukan DPRD dalam UU nomor 32 Tahun 2004, tidak disebut
sebagai bagian dari unsur eksekutif daerah (pemerintah daerah) dan juga
tidak disebut sebagai badan legislatif daerah. Kondisi ini berakibat yakni
Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) tidak bertanggungjawab kepada
lembaga DPRD akan tetapi bertanggungjawab kepada pemerintah pusat
dalam hal ini Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri
Dalam Negeri dan Bupati/Walikota bertanggungjawab kepada Menteri
Dalam Negeri melalui Gubemnur)

Keempat, Dan tidak jauh berbeda dengan UU tentang pemerintahan daerah
sebelumnya, maka pada UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah ini, keberadaan dari lembaga DPRD juga hanya disebut sebagai
“unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah”, dan bahkan UU tentang
pemerintahan daerah yang baru tersebut tersebut juga tidak ada
menyebutkan bahwa DPRD adalah sebagai Badan Legislatif Daerah, bahkan
istilah legislatif daerah juga tidak ada muncul pada UU yang baru ini. Oleh
karena itu, pada UU Nomor 23 Tahun 2014 ini DPRD tidak dapat disebut
sebagai badan legislatif daerah. Kondisi ini juga berakibat pemerintah
daerah (Kepala Daerah) tidak bertanggungjawab kepada DPRD, akan tetapi
kepala daerah bertanggungjawab kepada pemerintah pusat dalam hal ini




Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam

Negeri dan Bupati/Walikota bertanggungjawab kepada Menteri Dalam

Negeri melalui Gubernur.

Oleh karena itu, keberadaan dari DPRD sebagai unsur legislatif daerah di

“pendistribusian  kekuasaan eksekutif”

[ ] UU No 22 B 32 B 23
I 1974 | Tahun 1999 Tahun 2004 Tahun 2014
Posisi  DPRD | Posisi  DPRD | Posisi DPRD | Posisi DPRD
ditempatkan secara jelas | tidak disebut | tidak disebut
sebagai bagian | disebutkan sebagai  bagian | sebagai  bagian
dari Pemerintah | sebagai Badan | dari  pemerintah | pemerintah
Daerah. Kepala | Legislatif daerah dan juga | daerah dan juga
Daerah  Tidak | Daecrah (BLD), | tidak disebut | tidak disebut
Bertanggung Kepala Daerah | sebagai  Badan | sebagai  Badan
jawab  kepada | Bertanggung Legislatif Desa. | Legislatif Daerah.
DPRD,  akan | jawab  kepada | DPRD hanya | DPRD hanya
tetapi DPRD, dengan | disebut  sebagai | disebut  sebagai
bertaggung penyampaian unsur unsur
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“Lembaga Legislatif”,

“pendistribusian kekuasaan eksekutif”
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“demokrasi”
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“demokrasi”

“kosakata” [

“tirani-otoriter”.

“klasik™

“otonomi demokrasi”
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“otonomi daerah” [ “desentralisasi”

“demokratisasi”
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Pertama, Implikasi yang pertama adalah “Keseragaman” dari pada suatu
tindakan dan kepercayaan yang tidak lagi diperlukan dan diinginkan. Suatu
kebenaran akan datang dengan adanya suatu perdebatan dan pertukaran
pendapat dan pikiran antara masing-masing komponen dalam kehidupan
masyarakat. Pada hakekatnya setiap warga negara memiliki hak untuk dapat
mengembangkan pemikiran-pemikirannya yang sangat berharga bagi
pengembangan dan penerapan konsep demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu
tidak boleh dirintangi atau dihalangi untuk dikemukakan oleh setiap warga.

Kedua, Implikasi yang kedua adalah penolakan terhadap adanya suatu
absolutisme dalam suatu teori politik dan dalam praktek politik itu sendiri.
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Dalam hal ini negara tidak lagi mempunyai kebenaran yang terakhir dan
negara juga tidak lagi mempunyai dasar untuk dapat menyatakan dan
mengemukakan bahwa ia mempunyai kebebasan yang lebih sempurna dari
pada kemungkinan untuk dapat berbuat salah. Hal yang demikian tentunya
tidak mempunyai tempat dalam suatu kehidupan dan konsep politik itu
sendiri.

Ketiga, Implikasi yang ketiga ialah bahwa hak-hak politik yang dimiliki
oleh setiap warga negara haruslah sama satu sama lainya bagi semua warga
negara tanpa memandang unsur-unsur perbedaan dari warga negara itu
sendiri, seperti unsur kelahiran, unsur kekayaan, status sosial dan unsur
pendidikan.

Keempat, Implikasi yang keempat adalah bahwa sebuah demokrasi tidak
akan dapat untuk dipisahkan dari suatu nilai-nilai kepercayaan, bahwa untuk
dapat mewujudkan sebuah perdamaian pada kehidupan masyarakat ialah
dengan cara pemberian rasa tanggungjawab kepada manusia sebagai suatu
warga negara, baik warga negara secara personal dan intitusional serta
sesuatu keharusan yang bersifat biasa dan wajar dalam kehidupan
bermasyarakat dan berbangsa.”

Dalam sebuah kehidupan dan perkembangan nilai-nilai demokrasi yang

Pertama, Dogma yang pertama ialah; bahwa suatu individu dan hak-hak
suci yang dimilikinyanya dalam suatu kehidupan masyarakat tertentu
harus dapat senantiasa untuk “dijunjung tinggi” oleh semua unsur
masyarakat, maka dengan kondisi yang seperti ini tentu tidak boleh
merusak hak-hak itu sendiri.

Kedua, Dogma yang kedua ialah; bahwa sebuah kekuasaan itu pada
hakekatnya “berasal dari pada rakyat”. Pada hakekatnya sekelompok
penguasa hanya menjadi delegasinya/utusannya, yang kekuasaannya akan
dapat ditarik atau diambil kembali pada setiap waktu yang diperlukan oleh
rakyat. Semua kekuasaannya hanya akan dapat diwujudkan dan
dilaksanakan di bawah pengawasan dari unsur rakyat, karena dalam suatu
negara demokrasi rakyat adalah sebagai pemegang kedaulatan/ kekuasaan
tertinggi.
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; “dalam suatu negara demokrasi secara
tersimpul akan terdapat adanya suatu atribut seperti dibawah ini;

1. Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan maupun kekuasaan
yudikatif tidak berada pada satu tangan, akan tetapi melainkan
kekuasaan-kekuasaan tersebut berada pada tangan rakyat, yang tugas-
tugasnya dilakukan atau siwakilkan oleh badan yang berdiri sendiri yang
mempunyai hubungan yang erat antara satu sama lain (atau dengan kata
lain adanya suatu pembagian tugas untuk dapat melaksanakan
kekuasaan).

2. Open management yaitu;

1. Social participation
2. Social responsibility
3. Social support
4. Social control
3. Rule of Law yang mengandung asas;
1. Supremacy of Law
2. Equility before the law.
4. Terdapatnya partai politik yang lebih dari satu.
5. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia dari negara.

Dari sisi perkembangannya, bahwa pada kenyataannya suatu teori dan
konsep demokratisasi telah lama ada, berkembang dan dilaksanakan pada
sebagian besar negara-negara di dunia termasuk juga di Indonesia, perjalanan
panjang dari proses penerapan konsep demokrasi tersebut pada Negara-negara
barat tersebut menurut Dedea Mariana (2009;xiii), bahwa; ’
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